WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 166 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN ZERO STUNTING

MELALUI APARATUR SIPIL NEGARA PEDULI KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN

. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan

penurunan prevalensi Stunting di Kota Banjarmasin,
perlu penanganan serius dan aksi nyata dari semua
pihak melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi
sensitif;

. bahwa sebagai bukti kepedulian Aparatur Sipil Negara

di Kota Banjarmasin dalam penanganan Stunting, maka
telah dibentuk kolaborasi Aparatur Sipil Negara Peduli
Stunting Kota Banjarmasin untuk mewujudkan
Kelurahan Bebas Stunting di Kelurahan Telawang,
Mawar, Pangeran, Pengambangan dan Antasan Besar
melalui bantuan dana dari Aparatur Sipil Negara Peduli
Stunting Kota Banjarmasin;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Kelurahan Zero Stunting melalui Aparatur Sipil Negara
Peduli Kota Banjarmasin Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6807);



3.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah <eberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 temtang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Pératuran Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES
/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Pérbaikan Gizi' (Berita Negara Républik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomut 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri
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17.
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20.

21.

Memperhatikan: 1.

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157); ‘
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia
Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
Peraguran  Menteri- Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 149);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),;

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

Keputusan Menteri ' Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 tentang
Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun
2024,

4. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor

440/7607 /Bangda Tanggal 5 Desember 2018 tentang
Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi di Kabupaten / Kota;

5. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 050/288/Sos/ Bappeda/2019 tanggal 6 Mare‘g
2019 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Intervensi
Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

Kelurahan Zero Stunting Melalui Aparatur Sipil Negara
Peduli Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan
penanganan Stunting baik spesifik maupun sensitif
melalui Aparatur Sipil Negara peduli Kota Banjarmasin
Tahun 2024.
Lokus intervensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
EEiDUA terdlizi dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu Kelurahan
elawan
e ag;l 'Pes;:;igzggag{g:;% . Kfelurghan Pangeran,
urahan Antasan Besar.

Keputusan Wali Kota ini mulai
b e ai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Febrpari 20:

WALI KOTA BANJARMASIN,

—th—

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN ZERO
STUNTING MELALUI APARATUR SIPIL
NEGARA PEDULI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR KELURAHAN ZERO STUNTING MELALUI APARATUR SIPIL NEGARA
PEDULI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

JUMLAH
NO KELURAHAN KECAMATAN ANAK
STUNTING
1 TELAWANG BANJARMASIN BARAT 8
2 MAWAR BANJARMASIN TENGAH S
3 PANGERAN BANJARMASIN UTARA 14
4 | PENGAMBANGAN BANJARMASIN TIMUR 14
5 | ANTASAN BESAR | BANJARMASIN TENGAH 13

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA



